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. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas

utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar membentuk alat kelengkapan
untuk efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Denpasar tentang Penetapan Tim Implementasi Reformasi Birokrasi
Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); _

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

442),

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun
2020-2024;

. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VI1/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA

DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTAS| REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2022,

PERTAMA :  Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Implementasi Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar.

KEDUA : Tim Pengarah Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai
berikut:

Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi,
Melakukan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia.

KETIGA : Tim Pelaksana Implementasi Reformasi Birokrasi memiliki tugas sebagai
berikut:

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. Melaksanakan  konsultasi dengan tim  Reformasi  Birokrasi
kementerian/Lembaga/lnstansi lainnya;

3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi
birokrasi;

4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

5. Melaksanakan program kerja reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;

6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan
reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Lk Ly

KELIMA : Tim pengarah dan tim pelaksana pembangunan reformasi birokrasi dalam
melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 26 April 2022

O

~ KETUA,

PUTU ARNATA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

NOMOR : 001/0T.03/K.BA/04/2022
TENTANG PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN

2022

PENETAPAN TIM IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA DENPASAR TAHUN 2022

NO NAMA JABATAN Kgf&%“%“
Tim Pengarah
1 |PUTU ARNATA KETUA PENGARAH
2 |1 WAYAN SUDARSANA ANGGOTA PENGARAH
3 |ACHMAD BAIDHOWI ANGGOTA PENGARAH
R ANGGOTA PENGARAH
5 [lEdas SEREEEIRs ANGGOTA PENGARAH
Tim Pelaksana
1. | NI WAYAN ERNIRUSITA Pit. KEPALA SEKRETARIAT | PENANGGUNGJAWAB
2. |PUTU AGUSTINI EKA PRATIWIW STAF KETUA
3. |AZIZAH IMMA TUN NISA STAF WAKIL KETUA
4. |NIKETUTRIANINGSIH W STAF SEKRETARIS
5. | SONIA KHARISMA STAF ANGGOTA
6. |KADEK WIGA WIDHIANTI STAF ANGGOTA
7. | NIMADE NITA NOVIANI STAF ANGGOTA
8. | NIMADE SUNDARI SARASWATI STAF ANGGOTA
9. | NI MADE RINIYANTI STAF ANGGOTA
10. | PUTU DIKA ARDIANA UTAMA STAF ANGGOTA
11. |1 KADEK TRISNA JULIANTARA STAF ANGGOTA
12. |IDA BAGUS SURYA ADITYA STAF ANGGOTA
13. |A.A NGURAH TRESNA ADNYANA STAF OPERATOR
14. | NI WAYAN SUCI APRILIANI STAF OPERATOR
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